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Forest Watch Indonesia

Pendahuluan

engelolaan hutan di Indonesia belum

mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-

prinsip tata kelola hutan yang baik (good forest
governance), sehingga mendorong terjadinya degradasi
hutan dan deforestasi yang signifikan. Analisis
BAPPENAS di tahun 2010 terkait permasalahan
mendasar pada sektor kehutanan Indonesia
menunjukan bahwa tata kelola yang buruk, penataan
ruang yang tidak sinkron antara pusat dan daerah,
ketidakjelasan hak tenurial, serta lemahnya kapasitas
dalam manajemen hutan (termasuk penegakan
hukum) menjadi permasalahan mendasar pengelolaan
hutan di Indonesia yang berujung kepada kehancuran

Gambar 1: Sebaran Konsesi HPH, HTI, Perkebunan Sawit dan
Pertambangan 2014
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" FWI/GFW: Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2001; Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR)Summary

Report Forestry Sector, hal 2 (BAPPENAS, 2010)

2 Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector, hal 2 (BAPPENAS, 2010)

* Jaringan Tata Kelola Hutan Indoensia: Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan, Studi Mendalam di Provinsi

Kalimantan Tengah dan NTB, 2013; ICEL dan SEKNAS FITRA: Indeks Kelola Hutan dan Lahan Daerah, Kinerja

Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia (Studi Kasus pada 9 kabupaten), 2013
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sumber daya hutan. Berbagai literatur menyebutkan
bahwa penyebab langsung dari kerusakan hutan dan
deforestasi di Indonesia adalah: (1) konversi hutan
alam menjadi tanaman tahunan, (2) konversi hutan
alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan, (3)
eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif pada
kawasan hutan (batu bara, migas, geothermal), (4)
pembakaran hutan dan lahan, dan (5) konversi untuk
transmigrasi dan infrastruktur lainnya’. Di samping
lima faktor di atas, beberapa wilayah di Indonesia,
deforestasi dan kerusakan hutan juga disebabkan oleh
pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru2

Tingginya deforestasi dan degradasi hutan Indonesia
tersebut telah memposisikan negeri ini menjadi salah
satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca
(GRK) ditingkat global. Penyumbang terbesar emisi
gas rumah kaca tersebut adalah aktivitas perubahan
penggunaan hutan dan lahan atau yang dikenal
dengan istiah LULUCF (Land Use, Land-Use Change and
Forestry).

Tata kelola hutan yang baik ditandai oleh adanya
transparansi yang menjamin kebutuhan masyarakat
untuk mendapatkan informasi, partisipasi masyarakat
yang substansial dan signifikan dalam proses
perencanaan sampai pengawasan, akuntabilitas yang
tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan, serta
koordinasi yang berjalan efektif dan efisien dalam
setiap pengambilan keputusan. Namun faktanya
tidaklah demikian, kebijakan pemanfaatan sumber
daya hutan dan lahan belum dilakukan secara
transparan dan partisipatif. Akuntabilitas
penyelenggaraan kehutanan masih rendah dan
koordinasi juga lemah?,
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Tabel 1: Perubahan Tutupan Hutan Pada Tiga Provinsi Selama Kurun Waktu Tahun 2000 - 2013

N
wber: Potret Keadaan Hutan Indonesia 2001; Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009; Data olahan FWT berdasarkan hasil intrepretasi Citra Satelit ETM+7

periode peskamari 2012-2013
N A
Selanjutnya, kelen@wn tata kelola hutan tersebut
menyediakan ruang tefj‘adié/ga praktik-praktik korupsi.
Pada akhirnya, ketiadaan transparansi dan partisipasi,
g bahwa sumber daya alam
utan hanyalah sumber

khususnya su
pendapatan
ar kerusakan hutan

' l;'gruhan dekade ini,

num pelaku kehutanan
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sebagai lembaga

penyedia data resmi kehutanan mengatakan bahwa
kelemahan tata kelola telah menyebabkan tutupan
hutan Indonesia dan terus berkurang®. Di Tahun 2004,
tutupan hutan diperkirakan sekitar 94 juta hektar atau
50 % dari total luas lahan di Indonesia dan terus
berkurang menjadi 90 juta ha di tahun 2012’, artinya
laju deforestasi dan degradasi hutan pada periode itu
adalah sekitar 450.000 ha/tahun?

Data resmi Kementerian Kehutanan tersebut
menyambung data dari tahun 1970 hingga 1990-an
yang memperkirakan laju kerusakan hutan antara 0,6 -
1,2 juta ha per tahun® Secara khusus, pemetaan
hutan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia
dengan bantuan dari World Bank selama periode
1986-1997 menunjukkan bahwa laju kerusakan hutan
selama periode tersebut adalah sekitar 1,7 juta ha per
tahun, dan telah terjadi peningkatan yang tajam
sampai lebih dari 2 juta ha/tahun (FWI/GFW, 2001).

*FWI/GFW: Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2001

° FWI: Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000 — 2009, 2011

° Departemen Kehutanan: Statistik Kehutanan Indonesia, 2004

7 Kementerian Kehutanan: Statistik Kehutanan Indonesia 2011, 2012

® Kementerian Kehutanan, Rencana Kerja Kementerian Kehutanan 2014
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¢ W.D. Sunderlin and I.A.P. Resosudarmo, 1996. Rates and Causes of Defor ion in Ind ia: Tc

of the Ambiguities. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research




Pada tahun 2011, FWI melalui laporan Potret Keadaan
Hutan Indonesia jilid Il menjelaskan bahwa laju
kerusakan hutan masih tergolong tinggi, yaitu sekitar
1,5 juta ha kurun waktu tahun 2000-2009,

Pada laporan ini, Forest Watch Indonesia (FWI)
menganalisis bahwa tingkat deforestasi masih akan
tetap tinggi sampai saat ini. Hal ini berbeda dengan
pernyataan Kementerian Kehutanan bahwa deforestasi
sudah menurus drastis'! mengingat sejak 2011 telah
menerapkan kebijakan moratorium pemberian ijin
barutz Analisis FWI berdasar pada interpretasi citra
satelit di Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat
dan Kalimantan Timur, menunjukkan bahwa luasan
deforestasi diperkirakan masih mencapai angka
kurang lebih 1 juta ha selama tiga tahun terakhir.

nagwE nesee wrowE wamrE

FORESTDEFDRESTAMN 2009 - 2013
Vs oiL PALMPI'.AﬂT \TION A
IN EAST'KALIMANTAN PROVINCE e =

w300

FoDN

TN

Central Kalimaman
Legend
W Province City
®  District City
[ o Paim Plartation
I ForestCover 2013
I 0=forestation 2000 - 2013

2

ra00's

rous

nESE

perkebunan sawit dan kondisinya semakin berkurang.
Kontribusi Para Penguasa Hutan dan Lahan

Walaupun saat ini kecenderungannya semakin
menurun, kinerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan
kayu (IUPHHK-HA) yang buruk, akan memberikan
kontribusi atas kerusakan hutan. Sama halnya dengan
pemberian izin bagi pembangunan hutan tanaman
industri atau HTI (IUPHHK-HT) sebagai pemasok
bahan baku bagi industri pulp and paper. Manurung et
al (1999) menyebutkan pembangunan hutan tanaman
industri banyak mengorbankan hutan alam. Ekspansi
HTI hanya untuk mencari keuntungan semata melalui
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), yang diperoleh ketika
diperolehnya hak pengusahaan HTI™,

Sampai tahun 2011, konsesi HTI terluas berada di
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Gambar2: Deforestasi Akibat Pembangunan HTI dan Perkebunan Sawit Periode 2009-2013 di Kalimantan Timur

Kebutuhan bahan baku kayu untuk industri kayu,
pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
(IUPHHK) pada hutan alam (HA) maupun hutan
tanaman (HT), izin pemanfaatan kayu (IPK), pelepasan
_ dan plnjam pakai kawasan hy'tan untuk perkebunan

f OEWi: Potret{(eudmrﬂutanlndonesn»P‘emdeZUUO 2009, 2011
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Provinsi Kalimantan Timur yaitu sekitar 1,747,116 ha,
kemudian diikuti oleh Kalimantan Barat 1,748,693 ha
dan Sumatera Selatan 1,402,192 ha'4. Terkait

ekspansi maka penambahan luas konsesi HTI terbesar
berada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sekitar 380

‘ rlbu ha, Kali _mantan Tlmur sekltar 200 "nbu ha~daﬁ’
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Sumatera Selatan 880 ribu ha di Kahmatan Barat dan
sekitar 700 ribu ha di Kalimantan Tlmur EkspanS|
perkebunan kelapa sawit masih terus dilakukan dan
yang rencana pembukaan kebun baru yang paling luas
adalah di Kalimantan Barat, yaitu 5 juta hai.

kegiatanzo, Kondisi ini sangat disawan mengingqt P
pada era desentralisasi kewenan terbes iki

oleh pemerintah daerah dalam hal’ pemb\e
pemanfaatan sumber daya hutandan
Kelemahan ini berdampak kepaqa tumb
penyalahgunaan oleh p&gnegahgkekuasaﬁ gk
daerah dan terjadinya prakiik-praktik ké‘l‘u]s\\' alan
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Memang maS|h ada faktor Ialn yang mempengaruhl
terjadinya deforestasi, namun tidak bisa dipungkiri
bahwa kelemahan tata kelola hutan turut adil dalam
mempercepat kehancuran sumber daya hutan. Analisis

Perkembangan Ekspansi Konsesi HTI 2007-2011
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Kerusakan sumber daya hutan juga diakibatkan oleh
kegiatan eksploitasi penambangan melalui mekanisme
pinjam pakai kawasan hutan. Total luasan kawasan
hutan yang dipinjam pakai secara nasional sekitar
858.000 ha. Sumbangan dari ketiga provinsi, Sumatera
Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur,
mencapai hampir 50 %, atau lebih dari 400 ribu ha,
dari total kawasan hutan yang akan dipinjam pakai di
seluruh Indonesia tersebut™. Provinsi Kalimantan
Timur adalah penyumbang terbesar, yaitu sekitar 370
ribu ha, disusul Sumatera Selatan 20 ribu ha dan
Kalimantan Barat sekitar15 ribu hate.

Politik Kehutanan dan Lahan yang Korup dan
Lemahnya Tata Kelola Hutan

Pengelolaan hutan dan lahan oleh pemerintah
kabupaten masih jauh dari prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik. Pengelolaan hutan dan lahan
hampir selalu tidak transparan, menutup akses dan
ruang bagi publik untuk berpartisipasi, minim
akuntabilitas, serta kurangnya komitmen untuk
melakukan koordinasi untuk menjalankan sebuah

sederhana di bawah ini ingin melihat kemungkinan
adanya kolerasi antara kehilangan tutupan hutan
dengan indeks tata kelola yang dimiliki oleh sebuah
kabupaten. Sebuah pertanyaan mendasar yang sering
dikemukakan adalah apakah benar indeks tata kelola
yang rendah akan mencerminkan tingkat deforestasi
yang tinggi di sebuah Kabupaten. Dari kajian atas 5
(lima) Kabupaten, Berau merupakan Kabupaten yang
memiliki indeks tata kelola yang terendah
dibandingkan keempat Kabupaten lainnya (ICEL-
FITRA, 2013). Dan Kabupaten Berau yang memiliki
tingkat deforestasi yang tertinggi dibanding lainnya.
Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Kabupaten
Berau kehilangan hutan kurang lebih 111 ribu ha.
Sebaliknya Kabupaten Paser dan Sintang yang indeks
tata kelolanya lebih tinggi dibanding keempat
kabupaten lainnya, memiliki tingkat deforestasi yang
relatif kecil.

“UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
"Fadzilah Maijid Cooke. Recent Development and Conservation Interventions in Borneo
"Data Olahan oleh Sawit Watch, 2012

"SEKNAS FITRA: Membongkar Harta Daerah: Analisis Kebijakan Anggaran Pengelolaan Hutan dan Lahan di 3 Provinsi dan 6 Kabupaten di Indonesia, 2013
“SEKNAS FITRA, 2013,diolah dari data dan informasi Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2012, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan, Data s/d Desember 2012
*ICEL dan SEKNAS FITRA: Indeks Kelola Hutan dan Lahan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia (Studi Kasus pada 9 kabupaten), 2013



Gambar 3: Relasi antara Indeks Tata Kelola Hutan dan Luas
Deforestasi di 5 Kabupaten

Sintang Paser Muba

Sumber: Data olahan FWI analisis citra satelit ETM+7; Index Kelola Hutan, ICEL-FITRA, 2013

Pemanfaatan sumber daya alam menjadi salah satu
sumber pendanaan utama di daerah yang kaya
sumber daya alam. Keuntungan besar yang bisa
diperoleh oleh industri perkebunan serta keuntungan
besar bagi pemegang konsesi tambang membuat
pengambil kebijakan berduyun-duyun membagi -
bagikan konsesi. Jadi bukannya mengelola sumber
daya alam secara berkelanjutan dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan yang notabene
merupakan tugas pokok pemerintah dan elit politik, tapi
justru memberikan konsesi dan turut menikmati rente.

Rente ini bisa didapat dengan pemberian izin bagi
perusahaan atau dengan menarik pungutan dalam
perizinan dan konsesi. Rente dari sumber daya alam
ini yang kemudian dipergunakan oleh elit politik untuk
membiayai mereka dalam kompetisi politik?'. Tidak
heran terjadilah tren perluasan konsesi sawit dan
tambang di Kabupaten-Kabupaten yang kaya akan
sumber daya alam. Kepala daerah berlomba-lomba
membangun kesepakatan dan kerjasama dengan
pengusaha untuk mengeluarkan izin-izin baru,
menjelang tahun politik untuk mempertahankan
kekuasaannya.

Upaya perbaikan tata kelola hutan sudah menjadi
kebutuhan mendesak dan sudah seharusnya menjadi
perhatian serius pemerintah. Karena inilah isu
mendasarkan dalam konteks pengelolaan hutan di
Indonesia. Apalagi saat ini pemerintah Indonesia
memiliki komitmen dengan dunia internasional untuk
menurunkan emisi GRK, baik yang dilakukan secara
swadaya dengan target 26% maupun dengan target
41% dengan adanya dukungan internasional sampai
tahun 2020. Tanpa didukung tata kelola yang baik,
maka program dan inisiatif yang akan dilakukan untuk
pemenuhan komitmen tersebut tidak mungkin berhasil
dan hanya akan menjadi ladang korupsi.
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